
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2OOO

PERATURAN DAERAH KABT,JPATEII DAERAH'flNGKAT N PEMAI.AIYG
NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALAI{G

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

bahwa dengan telatr ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor ll9 Tahur 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Rctribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum merupakan jcnis retribusi Daerah
Tingkat II ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimalisud
pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor I 3 Tahun I 950 tenung Pembennrk
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah jurcto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950 ;
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2.

3 .

4.

5 .

6.

7.

2

Undang-urdang Nomor 49 Prp Thhun 1960 tentang Panitia
Urusan .Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tiambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3186) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum
Acara Pidana (I"embaran Negara Republik Indonesia Thhun
l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 14 Tatrun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478) ;

Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Reuibusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun .1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

8. Peraturan ................... (3)
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8.

9.

10.

l l .

t2.

13.

14.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun I 98 I Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tithun 1990 tentang
Penycrahan Sebagian Urusan Pemerintatr dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat
I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3al0) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3692) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980
tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun
1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

15. Keputusan . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
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15. Kepnryt llcdcri hhln}IryiNomg; 174 Tehgn 1997
tentang Pedoman Teta Cara Penrungutan Retribusi
Dacrah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah :

l7 . Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor I l9 Tahun 1996
tentsng Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Dacrah Tingkat II ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I[ Pemalang
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Tahun 1987 Nomor l4).

l)engan pcrsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
I'ingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBU{Z
PARKIR DI TEPT JALAI\ TIMT'M.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pesal I

l)alam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a.  Daerah . . . . . . . . . . . . . .  (5)
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a. Daerah adalah Kabupaten Daerah 
'l-ingkat 

II Pemalang :

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah 
'l'ingkar 

ll
Pemalang :

c .  Bupa t i  Kepa la  l ) ae rah  ada lah  I l upa t i  Kepa la  l ) ae rah  
' [ ' i ngka r  

l t
Pemalang :

\- Pejabat adalah pegawar yang dibcri tugas tertentu dr hidang ltetr ibusr
I)aerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang hcrlaktl  .

c. Badur adalah suatu bentuk badan usaha lang meliputi pcrseroan tcrbata:,.
perseroan komanditer. perseroan l l innva. badan usaha mil ik neg:rnt atarl
daerah dengan nanra tlan bentuk apapun. pcrsekutuan. perkumpuliur. linla
kongsi .  k< lperasr .  vavasan atau ( ) rganisas i  rang se icr r rs .  lc rnbaga.  dan.r
pcnsiun. bentuk usaha lctap :;erta bcntuk badan usaha lainnva .

I Kendaraan bermotor adalah kendaraan vang digerakkan olch pcralutarr
tcknik yang berada pada kendaraan itu tcrmasuk kendaraan gandcnglrr
atau kcreta tempelan vang tiirangkaikan dengan kendaraan hcrnrulor

t l  I 'arkir adalah keadaan t idak bergcrak suatu kendaraarr bcnnotor rang
bersilat senlcntar.l .

' '  
,  

' l 'e.:rpat 
l)arkir adalah tcnrpat ), irng berada di tcpi ialarr urrrunl icncntrl

\- t lan tclah ditctapkan oleh l lupati Kepala l)aerah sebagai lenipai pirrku

kendaraan hemrotor .

i .  i tctr ibusi . lasa IJtttunr adtlulr retr ibusi ;rtas iasa yang disediakan al lu
diberikan l)eme rirt talr I)aerah untuk tu.juan kcpentingirrr r lan kcrnanlrntarr
unrun) serta clapitt  t l inikrnati olch r lrang pribadi atau hirr larr :

t  Retri lrusi I tarkir t l i  
' l 'epi 

. lalan [. lnrrrnr. vang sclaniutlrya r. l isclrut rctr i l ;rr. . , i
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adalah pernbayaran atas penggunaen tempat
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daeralt

tepi jalan rrlnum

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundan g'undan gan retribusi diwaj i bkan untuk me lakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yarg

terutang ;

Pemeri ksaan adal ah seran gkai an ke giatan untuk mencari, mengum pu I kan

dan mengoiah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewaj iban retribusi Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan retribusi Daerah :

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mcngurnpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

parkir di

,

l r l .

k .

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasel 2

l)engan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan

sebagai

umum.

Pnra l  3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7 )
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Pasel 3

(l) Obyek Retribusi adalah pelyanan penyediaan tempat parkir di tepijalan
umum.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud ayat ( l) I 'asal ini.  ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah.

\. 
Pasal .l

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan tang nlcnggunakan tcmpal
parkir di tepi jalan umunr.

BAI ]  t I I

( ;0 I ,ONGAN RETRIBTJSI

I)asal 5

Retribusi l'arkir di I'epi Jalan IJmunr digolongkan sebagai Retribusr Jasa
IJnrum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

.\e Pescl 6

fingkat Penggunaan iasa dihitung berdasarkan ienis kendaraan bermotor yang

menggunakan tempat parkir.

BAB v  . . . . . . . . . . . . . . .  (8 )
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRT,IKTT'R DAN BESARFTYA TARIF

Perel 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan ata.s tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunai,-
jasa pelayanan dalam rangka memperrancar lalu lintas jalan dengan tebf
memperhatikan biaya penye I en ggaraan pe layanan, kemampuan m asyarakat
dan aspek keadilan.

Biaya sebagaimana dimaksud ayat ( I ) pasal ini. meliputi biaya pcngadaa'
marka, biaya pengadaan rambu-rambii. biaya operasional. pemeliharaan.
administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan
pengadilan.

( l )

BAB VI

STRUKTUR DAN I]ESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan
bermotor yang menggunakan tempat parkir.

jenis kendaraan

(2) struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
a. kendaraan bermotor roda dua/tiga sebesar ltp. 200.- sekali parkir l
b. kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, statio', pickup.leep dan

sejenisnya sebesar Rp. 300.- sekali parkir ;
c. kendaraan bermotor roda empat jenis truck engkel, bus box sebesar

Rp.  400, -  . . .  . . .  . . . .  (9 )
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Rp. 400,- sekali parkir ;

d. kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 600.- sekali parkir :
e. kendaraan berrnotor lebih dari roda enam sebesar Rp. 1.000,- sekali

1 
Parkir '

l l  nAB vr l

!  WILAYAII  PEI I I ( IN( ;TITAN

Pasal  9

Retr ibus i  - \ 'ang terutang dtpungut  r t i  * ' i la l rh  I )acrah lcn ipat  pc lavapal r
penvediaan parkir diberikan.

I}AIT VITI

SAA'I' RETRIBT}SI TIIRTITAN(;

I )asal  l0

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRI) iitau tjokumerr
lain yang dipersanrakan.

BAB IX

\' PEFIETAPAN R,ETRIBUST

Pasal l  I
I

( l)  Penetapan retr ibusi terutang dengan rnenerbitkan SKI{t) atau dokunren
iI  lain yang dipersanrakarr.

(2) []entuk, isi dan tata cara penerbitan SKI{D atau dokumen lain yang

dipersarnakan . . . . . . . . . . . . . . .  (  |  0)
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dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dan SKRDKBT
scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala
Dacrah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGT]TAN

Pasel 12

( l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
( l) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh llupari

Kepala Daerah.

I}AB XI

TATA CARA PEIV1BAYARAN

Prsel 13

(l) Pembayaran retribusi yang terurang harus dilunasi sekaligus di muka.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur

oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

I'asel 14

( I ) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga rnerugikan

keuangan  . . . . . . . . . . . . . . . .  ( l  l )
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l l

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enamy bulan
atau denda paling banyak 4 (empatl kali jumlah rer.ribusi rerutang.

(2) llndak pidana sebagaimana dimaksud ayat {l ) Pasal ini. adalah pelanggaran

BAB XI I I

PENYID IKAN

Pasal  l5

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertcntu di lingkungan Pemerintah l)aerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagairnana dintaksud dalanr
lJndang-undang Nomor 8 Tahun i98l tentang l{ukum Acara Pidana.

Weu,enang Penvidik sebagaimana dinraksud pada ayat ( I  ) Pasal inr
adrlah :

a. menerima. ntencari. ntengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi l)aerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oranB
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retibrsi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

( l )

(2 )

terhadap . . . . . . . . . . . . . . .  (  I  2)
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terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahri daram rangka peraksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseoftmg meninggalk an nu,ngan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berrangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurul-e ;

h' memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidane retribusi
Daerah :

i memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa sebasar
tersangka atau saksi .

r.  menghentikan penyidikan "
k. melakukan rindakan lain vang perlu u'tuk kelancaran penvidika'

trndali pidana di bidang lletribusi I)aerah ,renurut hukunr 'ang rJapar
diperranggungf awabkan.

i;  l ' }enyidik sebagaimana t l intaksucl avar ( I  ) I ,asal ini.  nrenrberitahukan
dinrulainya penvidikarr tia4 menvampaikan hasil penyidikannva kepadu
Penuntut limunr sesuai ketentuan yang cliatur daram tJndang-undang
Nomor 8 lahun l98l tentang i. tukunr Acara pidana.

BAt|  Xtv

KETENTTIAN PI iN( ITTI I '

l lasal |  6

I lr t l- lral yang helurn t l i : i tur t lalaltr l)eraruran
llrt iut olch l lupirt i  Kepala l)aerah. separrjang

l )aerah in i  i rkan t l ia tur  lcb i l r
nrertgertai pclaksarralurn!ir.

Pasa l  17  . . . . . . . . . . . . .  ( t 3 )
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Purl l7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten

Dacrah finglat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
' 

Perparkiran (Lembaran Daeratr Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor

7 Thhun l99l Seri B Nomor 2) dengan segala perubahannya dinyatakan tidak
' bedaku.

r\- 
Pasal l8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal I Juli 1999

Df,WAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATENDAERAHTINGKATII  P E M A L A N G

P E M A L A N G

Kerua,
cap. cap.

ttd. fid.

\, 
' H. TARMUDJI Drs. H. MITNIR

Diundangkan di Pemalang

, 
' pada tanggal 25 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

cap.

ttd.

Drs. H. MOEIJONO

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2OOO NOMOR 3
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PENJELASAN

ATAS

PERATUITAN DAERAH KABI.'PATEN DAERAH TINGKAT N PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETzuBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

L PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor l8 Tahun
1997,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor t2 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Perparkiran dengan segala perubahannya yang didasarkan
pada Undang-undang Nomor l2lDrt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d l0
Pasal l l  ayat ( l)

Pasal I I ayat (2) dan (3)

Pasal 12 s/d 18

Cukup Jelas
Bagi wajib Retribusi yang meng-
gunakan SKRD.
Cukup Jelas
Cukup jelas.

&&&

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/


